BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 43
TAHUN 2019 TENTANG KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa  seiring dengan  perkembangan  peraturan
terkait administrasi dan inventarisasi dalam pengelolaan
Aset Pemerintah Desa, perlu dilakukan penyesuaian teknis
penggunaan dan pengelolaan Kendaraan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Desa;

b. bahwa guna tertib administrasi dan identifikasi
penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan
Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintahan Desa,
maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 43
Tahun 2019 tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Desa, perlu diubabh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bangka Tengah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kendaraan
Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54935), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6321);



Menetapkan :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 243);

8. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 43 Tahun 2019
tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2019 Nomor 826)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 43
TAHUN 2019 TENTANG KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kendaraan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 826), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, disediakan dan dipergunakan
untuk operasional Pemerintahan Desa, pelayanan
operasional lapangan dan pelayanan umum.

(2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. Kendaraan Dinas Operasional yang diperuntukkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah
Desa dan pelayanan bagi masyarakat;



b. Kendaraan Dinas Operasional yang diperuntukkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
BPD; dan

c. Kendaraan Dinas Operasional yang diperuntukkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
pelayanan khusus yang meliputi:

1. Kendaraan Operasional ambulance Desa; dan
2. Kendaraan Operasional alat angkut sampah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Jenis Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

Jenis Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Pengadaan Kendaraan Dinas yang dibiayai dari dana
APBDesa dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah
Desa berdasarkan analisa kebutuhan barang dan
peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan
Desa dan pengadaan barang di Desa.

5. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12

(1) Kendaraan Dinas hanya dapat dipergunakan untuk
kepentingan dinas.



(2)

(3)

Apabila Kendaraan Dinas hilang yang disebabkan oleh
kelalaian pengguna Kendaraan Dinas, dikenakan
sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau tuntutan
perbendaharaan ganti rugi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila Kendaraan Dinas mengalami kerusakan yang
disebabkan oleh kelalaian pengguna Kendaraan Dinas
diluar kepentingan dinas, dikenakan sanksi berupa
sanksi administrasi dan tuntutan perbendaharaan
perbaikan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 12A

Setiap pengguna Kendaraan Dinas berkewajiban

untuk:

a. menjaga, memelihara dan merawat Kendaraan Dinas
yang digunakan;

b. mengganti atas kehilangan Kendaraan Dinas akibat
kelalaian pengguna Kendaraan Dinas;

c. tidak memindahtangankan Penggunaan Kendaraan
Dinas ke pihak lain; dan

d. bersedia menyerahkan Kendaraan Dinas kepada
penanggungjawab Kendaraan Dinas apabila
sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan yang
utama Pemerintah Desa.

Pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pengguna Kendaraan Dinas yang melanggar Ketentuan
pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi
berupa penarikan Kendaraan Dinas.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 22 Januari 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd /dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Januari 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd /dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

1450

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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PENATA Tk. I

SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

NIP. 19890501 201501 1 001



